Kalsdl, Provinsi dengan Kekayaan Batu Bara yang Melimpah Ruah
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Kalimantan Selatan atau Kalsel masuk dalam deretan provins di Indonesia yang
menyimpan kekayaan tambang mineral dan batu bara yang paling besar. Dibandingkan
dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, wilayah Kalsel memang yang paling
kecil. Provins ini memiliki luas 38.744 kilometer persegi, atau setara 58 kali luas
Provinsi DK Jakarta.

Dikutip dari data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (20/1/2021), kekayaan
bumi paling dominan di provinsi tersebut adalah batu bara. Perusahaan-perusahaan yang
mengeruk batu bara di bumi Kalsdl terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok
PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) dan IUP (I1zin Usaha
Pertambangan).

Lokas endapan batu bara terbesar di Kalsel berada di Kabupaten Tanah Laut,
Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Tabalong.
Bahkan saat masa booming batu bara, DPMPTSP Kasel mencatat, produks batu bara
pada tahun 2013 sempat mencapai sebesar 162.952.196 ton, yang terdiri dari produksi
batu bara PKP2B sebesar 101.234.960 ton dan produks batubara IUP sebesar
61.717.236 ton.
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Dikutip dari data Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Pemerintah Provins Kalimantan Selatan , Kalsel sebenarnya memiliki
banyak kekayaan tambang lain di luar batu bara. Emas contohnya. Pemprov Kalsel
menyebut, terdapat kandungan emas yang sangat melimpah di wilayahnya yang tersebar
di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 11.250 ton, Kotabaru sebesar 25.289 ton dan Hulu
Sungal Tengah sebesar 67.500 ton. Bijih bes yang bisa ditambang di Kalsdl juga
terbilang besar. Potensi tambang bijih besi di Kalimantan Selatan terdapat di Kabupaten
Tanah Laut sebesar 185.667 ton.

Lalu Tanah Bumbu sebesar 593.800.000 ton, Kotabaru sebesar 510.633.000 ton,
Tapin sebesar 625.000 ton, dan Balangan sebesar 5.062.900 ton. Di Kalsel, saat ini
sudah berdiri sgjumlah pabrik smelter (pengolahan bijih besi menjadi besi spons).

Dinas Pertambangan Kalsel juga mencatat hasil minyak bumi yang cukup besar,
meski produksi jauh Iebih kecil dari tetangganya, Kalimantan Timur.
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Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus
(TUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan [UP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.® IUP adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha

! Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
? |bid, Pasal 1 ayat (7)
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yang diberikan setelah selesai pelaksanaan |UP Eksplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. I[UPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesal pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.> Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang |UP dan |UPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamas tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;
menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
melaporkan pel aksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

® o 0 o

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan

permohonan peningkatan |[UP Operasi Produks atau [lUPK Operasi Produksi; dan

3 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

* Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

> |bid, Pasal 100 Ayat 1

¢ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provins Kalimantan Selatan/Lela Damaris



f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau I[UPK Operasi Produksi.
Sedangkan Pemegang |UP Operasi Produksi dan lUPK Operasi Produksi wajib:®
menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

a
b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produks secara periodik;
c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

d

. melaporkan pel aksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan
data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan
pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama

Pasal 4
(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pgjak pada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kompensas data informasi Wilayah 1zin Usaha Pertambangan eksplorasi atau
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan
batubara;

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah |zin Usaha Pertambangan atau Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta
lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga
atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan
permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;

jaminan kesungguhan pel aksanaan kegiatan

° peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat

(2)
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c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal
pemegang lzin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus
tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi datainformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah 1zin Usaha Pertambangan atau
Wilayah |zin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam
hal peserta lelang yang telah lolos prakuaifikas tidak memasukkan surat
penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang
tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha
pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam ha pemegang Izin Usaha
Pertambangan atau lzin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksploras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan
logam, batuan dan batubara.
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